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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/,7& /DPMPTSP/ XII /2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) PLUS AS-SILMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Evi Nurhajah Amelia,
S.hd. tanggal 11 Januari 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan
berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073/3590-Disdik tanggal 02 November
2021 Kelompok Bermain (KB) PLUS AS-SILMI dinyatakan memenuhi syarat untuk
menyelengarakan Kelompok Bermain (KB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu
diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) PLUS AS-SILMI
yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daergh-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
ﬁepublilémljnl{‘)bnsia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omar ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomoer 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4/50);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentan% Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
NRepuinl;gIﬁrgonega' Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor )

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan
Pendidikan (Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 66 tehun 2010 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013
Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah dengan Pewraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan

c Peratan Daeah Kabupaten: Mafalengka: Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan: Pemerintah

Dacralt Kabupaten Magalengha (Lembaran Dacrah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,
Lambaban Lembaran Daerah Nomor 1);

CPeraturan Dactah Kabupaten: Majalengka Nomor <1 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan

Pertzian di Kabupaten Madatengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor

™ '
. Peratian Dacrahe Kabupaten: Mafalengha Nomor 12 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas

Peraturan Dacial Nomor B8 Tahan 20106 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majilengka,

< Peraturan Bupath Majalengka Nomaor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perlzinan

dan Non Perzinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kabupaten
Majalengka,

MEMUTUSKAN :

Memberlkan 1zin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dinl Kepada:

Nama Kelompok Bermain (KB) ¢ PLUS AS-SILMI
Alamat © Sukawangl RT 006 RW 005 Desa Sukajadi

Kecamatan Lemahsugih Kabupaten
Majalengka

Dengan Ketentuan sebagal Berlkut:

1,

Menggunakan Kurlkalum: dan Metoda Belajar yang sesual dengan tujuan Pendidikan
Nasional:

Mentaatl Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menyampalkan Laporan Perkembangan Settap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka
Permohonan Perpanfangan lzin - Selambat-lambatnya 30 (Tlga Puluh) harl Sebelum

Berakhirnya masa Izin

Izin Sebagalmana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

Keputusan Inl Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian harl terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan
atau perubahan sebagalmana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal A7 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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NOTARIS
MOHAMAD JUANIA, SH.,M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-0440.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 28 Januari 2010
TEMPAT KEDUDUKAN : KABUPATEN SUMEDANG
WILAYAH JABATAN : PROVINSI JAWA BARAT

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL FALAH SIDAMUKTI
No : 11

Tangga! : 16 Maret 2011

Ji.Jatinangor Nomor 39 Kahupaten Sumedang

Hp (81304074660
Email : mohamadiuania@yahoo.com
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU -4226 .AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan :
PERTAMA :

KEDUA

. Surat permohonan dari Notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn nomor 01/SK/06/2011
tanggal 09 Juni 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang

diterima tanggal 15 Juni 2011,

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga

dapat disahkan;
I. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4894),

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara,

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN NURUL FALAH SIDAMUKTI
NPWP :31.312.011.5-438.000

berkedudukan di Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta
Nomor 11 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Juania, SH.,

M.Kn berkedudukan di Kabupaten Sumedang.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011

A.n, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
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